WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa  telah  ditetapkan  Peraturan  Daerah
Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa materi
pengaturan yang perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir @ Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

Pasal I
Beberapa  ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma
tiga persen)
(2) Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan
produksi pangan dan ternak tarif ditetapkan
sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

2. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 11 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pemindahan hak karena:
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim  yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;dan
13. hadiah.
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b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak;atau
2. di luar pelepasan hak.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun;dan

f. hak pengelolaaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah, penyelenggara negara dan lembaga
negara lainnya yang dicatat sebagai barang
milik Negara dan barang milik Daerah Kota;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan
lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi
hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan
untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kriteria  pengecualian objek BPHTB bagi
masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf h, yaitu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan kriteria
tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diselaraskan dengan kebijakan pemberian
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat.
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3. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 20 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 20

Penjualan dan/atau penyerahan, Makanan

dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf a, meliputi Makanan dan/atau

Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan
layanan  penyajian Makanan dan/atau
Minuman berupa meja, kursi, dan/atau
peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang
melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuatan, penyimpanan,
serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan;dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT atas Makanan

dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), adalah penyerahan Makanan dan/atau

Minuman:

a. dengan peredaran wusaha tidak melebihi
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya
yang tidak semata-mata menjual Makanan
dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman;atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, dan
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga
Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 56

Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h,
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen)
untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
serta peningkatan modal dan sarana transportasi
umum.

Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ angka 2, dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan
jalan umum.
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(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur
penerangan jalan umum serta pembayaran biaya
atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan
jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling
sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam
Daerah Kota yang berdampak terhadap kualitas
dan kuantitas air tanah, meliputi:

a. penanaman pohon;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan;dan
d. pengelolaan limbah.

(5) Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai
pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 64 ayat (3) dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa
Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau
jangka waktu pelayanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan
jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume
dan/atau jenis sampah atau limbah kakus
atau limbah cair;dan

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur
berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan
lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau
jangka waktu pemakaian tempat parkir.

(3) Dihapus.

Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, Pasal 79 ayat (3),
ayat (4), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 79
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79
(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata
cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan
barang milik daerah berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu)
tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah
guna;atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah Kota,
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah
Kota;dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Dihapus.

(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
Jasa Usaha.

(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota.

Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif
berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap
SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2,) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

(4) Kriteria kahar sebagai mana dimaksud pada
ayat (3) yaitu:

a. keadaan luar biasa di luar kekuasaan Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi;

b. tidak adanya itikad buruk dari Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi.
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8. Ketentuan Lampiran [ tentang Tarif Retribusi
Pelayanan Jasa Umum diubah, dihapus, dan
ditambahkan, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Lampiran II tentang Struktur dan Besaran
Tarif Retribusi Jasa Usaha diubah, dihapus, dan
ditambahkan, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Lampiran III tentang Struktur dan Besaran
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu diubah, dihapus dan
ditambahkan, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal
WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan ruang yang
luas kepada Pemeritah Daerah Kota untuk mengatur pajak dan retribusi
berdasarkan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk menindaklanjuti mandat peraturan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Mempedomani ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
negara melakukan evaluasi atas peraturan daerah mengenai Pajak dan
Retribusi. Evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
dilakukan untuk menguji kesesuaian antara peraturan daerah mengenai
Pajak dan Retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum, sedangkan evaluasi terhadap peraturan
daerah mengenai Pajak dan Retribusi oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dilakukan untuk menguji
kesesuaian antara peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan
kebijakan fiskal nasional.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, maka Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah perlu dilakukan beberapa perubahan, yaitu:

1. Tarif PBB-P2.

2. Pengecualian BPHTB disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

3. Penyesuaian pengaturan mengenai batas peredaran usaha yang
dikecualikan dari PBJT atas penjualan makanan/minuman.

4. Pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak rokok.

5. Penyesuaian sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang
tidak melaporkan SPTPD.

6. Penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR



